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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



10.

-2-

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
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Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2020 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2022 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 10 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
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sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2026.

Pasal 3

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

BAB II
PENDAPATAN

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.
1.416.123.433.425,65, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

C.

(3)

(4)

(5)

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a direncanakan sebesar Rp 151.851.480.425,65, yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 46.295.071.277,00.

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 14.556.400.000,00.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp
12.240.000.000,00.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 78.760.009.148,65.
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Pasal 6

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 46.295.071.277,00, terdiri atas:

pajak reklame;

pajak sarang burung walet;

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

pajak barang dan jasa tertentu;

opsen pajak kendaraan bermotor;

opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

R Q0T

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 695.071.277,00.

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp
2.200.000.000,00.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00.

Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp 13.100.000.000,00.

Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 14.500.000.000,00.

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 13.600.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 14.556.400.000,00, yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum,;

b. retribusi jasa usaha;

c. retribusi perizinan tertentu;

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 9.642.450.000,00 terdiri dari:

a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar
Rp 8.034.600.000,00.

b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar
Rp 453.450.000,00.

c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar
Rp 90.000.000,00.

d. retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp 1.064.400.000,00.

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 4.563.950.000,00 terdiri dari:
a. retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar 8.100.000,00.

b. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar
Rp 350.000.000,00.
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c. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir,
pertokoaan dan tempat kegiatan usaha lainnya direncanakan sebesar
Rp 2.312.850.000,00.

d. retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp
705.000.000,00.

e. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar
Rp 5.000.000,00.

f. retribusi penjualan produksi usaha Daerah direncanakan sebesar
Rp 98.000.000,00.

g. retribusi pemanfaatan aset Daerah direncanakan sebesar Rp
1.085.000.000,00.

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 bersumber dari retribusi
persetujuan bangunan gedung.

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
12.240.000.000,00, yang diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal
Daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 9

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
78.760.009.148,65, yang terdiri atas:

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga; dan
c. pendapatan dari badan layanan umum Daerah.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 10.710.000.000,00.

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.547.721.305,65.

(4) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 65.502.287.843,00.

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp 1.239.271.953.000,00, yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.127.536.953.000,00.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 111.735.000.000,00.
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Pasal 11
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.127.536.953.000,00,
terdiri dari:

a. dana desa;
b. DBH;

c. DAU; dan
d. DAK.

Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp 134.548.843.000,00.

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp 128.253.260.000,00.

DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar
Rp 747.498.898.000,00.

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp 117.235.952.000,00

Pasal 12

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 111.735.000.000,00, yang terdiri
dari:

a. pendapatan bagi hasil; dan

b. bantuan keuangan.

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp 111.235.000.000,00.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncakan sebesar Rp 500.000.000,00.
Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 13

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00.

BAB III
BELANJA DAERAH

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp
1.834.479.506.949,58, yang terdiri atas:

a.

b.
c.
d

belanja operasi;

belanja modal,

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.
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Bagian Kesatu
Belanja Operasional

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a

(4)

(5)

(1)

direncanakan sebesar Rp 1.238.492.871.285,58, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 668.374.053.830,89.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 530.327.748.499,69.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 24.835.968.955,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 14.955.100.000,00.

Pasal 16

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 668.473.890.880,89, yang terdiri atas:
belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

belanja gaji dan tunjangan DPRD;

belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

o Qo TR

Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 387.446.948.607,57.

Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
253.695.914.628,32.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 19.821.589.876,00.

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 497.120.719,00.

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp
912.480.000,00.

Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00.
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Pasal 17

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 530.327.748.499,69, yang terdiri
atas:

belanja barang;

belanja jasa;

belanja pemeliharaan;

belanja perjalanan dinas;

belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/
masyarakat; dan

belanja barang jasa BOSP;

belanja barang jasa BOK pusat kesehatan masyarakat; dan

h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

°©po o

e ™

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 92.174.754.620,00.

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 218.277.687.072,89.

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 35.504.341.256,80.

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 78.631.614.000,00.

Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 21.052.225.000,00.

Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp 13. 708.053.550,00.

Belanja barang dan jasa BOK pusat kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp
5.381.967.000,00.

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp
65.597.106.000,00.

Pasal 18

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp 24.835.968.955,00, yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia;

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan

d. belanja hibah dana BOSP.

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.474.669.750,00.

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 14.297.431.240,00.
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Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 908.067.965,00.

Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar Rp 6.155.800.000,00

Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 14.955.100.000,00, yang terdiri
atas:

a. belanja bantuan sosial kepada individu;

b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan

c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah;

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.123.975.000,00.

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b Rp 1.800.000.000,00

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp
1.031.125.000,00.

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
direncanakan sebesar Rp 348.857.792.664,00, yang terdiri atas:

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya.

a0 oD

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 36.889.734.084,00.

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 173.037.221.300,00.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137.079.747.280,00.

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 1.851.090.000,00.

Pasal 21

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
36.889.734.084,00, yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

belanja modal alat pertanian;

pao oD
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belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
belanja modal alat laboratorium;
belanja modal komputer;
belanja modal alat keselamatan kerja;
belanja modal alat peraga;
belanja modal rambu-rambu;
. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Darah.

B g CRTTDE ™SO

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 159.900.000,00.

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 9.952.849.000,00.

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 233.898.570,00.

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 83.500.000,00

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.671.967.544,00.

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp
1.610.147.200,00.

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.924.209.818,00.

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp 1.541.058.400,00.

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp 5.974.507.102,00.

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00.

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp 215.400.000,00

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp 699.100.000,00.

Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m sebesar Rp 1.176.196.450,00.

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.637.000.000,00.
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Pasal 22

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
173.037.221.300,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung;

b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan

c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 172.537.221.300,00.

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebesar Rp 300.000.000,00

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
200.000.000,00.

Pasal 23

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar Rp
137.079.747.280,00, yang terdiri atas:

belanja modal jalan dan jembatan;

belanja modal bangunan air;

belanja modal instalasi;

belanja modal jaringan; dan

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum Daerah.

P a0 o

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 81.255.976.000,00.

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 44.726.275.280,00.

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 11.042.496.000,00.

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00.

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00.

Pasal 24

Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 1.851.090.000,00, yang
terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan; dan

b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan

c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Rp 180.000.000,00.
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(3) Belanja Modal barang bercorak  kesenian/kebudayaan/olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

(4) Belanja Modal barang aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar Rp 1.671.090.000,00.

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Terduga

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c
direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Bagian Keempat
Belanja Transfer

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
direncanakan sebesar Rp 237.128.843.000,00, yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan;

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 6.085.000.000,00, yakni berupa belanja bagi hasil
pajak dan retribusi kepada Pemerintahan Desa.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 231.043.843.000,00, yakni berupa belanja
bantuan keuangan kepada desa.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp
418.356.073.523,93 yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan

b. pengeluaran Pembiayaan.

Bagian Kesatu
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 28

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf a direncanakan sebesar Rp 418.356.073.523,93, yang bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 29

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 direncanakan sebesar Rp
418.356.073.523,93, yang terdiri atas :

a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
b. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
c. penghematan belanja.
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(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.480.698.999,00.

(3) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
58.255.469.219,45

(4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 289.619.905.305,48.

Bagian Kedua
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 30

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 31

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 418.356.073.523,93).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan
terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp
418.356.073.523,93.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan
Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
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Amuntai, %2 WS Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
SALINAN SESUAI ASLINYA  3elanja dan Pembiayaan;

/ 5"/'/ | KEP AUA BAGIAN HUKUM, Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
q ‘

(»3’(( Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Z\ s ; , Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
AN RUSNI, S.H. atan, Belanja dan Pembiayaan,;

\ Pembina (IV/a)
CNIP. 19731202 200501 1 007 Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

A\

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

SAHRUJANI
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 65.

Amuntai, a;%z WS

S “SALfNAN SESUAI ASLINYA
~KEPAUA BAGIAN HUKUM,

(

RUSNI, S.H.
\ Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007




